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WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR % TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BIMA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih
dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara
komprehensif dan terpadu dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil
pengelola persampahan dengan memberikan beban karja tambahan,;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah
dapat memberikan tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri
Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelenggarakan tugas-tugas
yang dinilai melampaui beban kerja normal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berupa Tunjangan
Khusus Kepada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Bidang
Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
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10,

11.

12,

13.

14,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahanlembaran Negara
Republik Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 168);
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA
PEGAWAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BIMA BIDANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.

2. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah
Bidang yang menangani pengelolaan sampah dan Limbah bahan berbaya dan
beracun.

5. Tunjangan Khusus adalah tunjangan diluar gaji yang diberikan kepada Pegawai atas
beban dan target kinerja tertentu dan/atau bidang kerja yang bersifat khusus.

6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai
Negeri Sipil yang ditugaskan pada Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan
Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat.

10. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ALOKASI TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan diberikannya Tunjangan Khsus Pegawai adalah untuk
peningkatan kesejahteraan pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan
pengelolaan sampah guna mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat
dan kualitas lingkungan.

(2) Alokasi Tunjangan Khusus Pegawai ditetapkan sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah yang ditetapkan melalui APBD Tahun berkenaan.

BAB III
PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 3

Tunjangan khusus diberikan kepada pegawai selaku aparat pelaksana pengelolaan

sampah Dinas Lingkungan Hidup. V



BAB IV
BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI

Pasal 4

Kriteria dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuikan dengan besarnya

tanggung jawab penerima Tunjangan Khusus dalam mendukung dan melaksanakan
pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 5

Tunjangan Khusus pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan setiap
bulan yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyusun penganggaran Tunjangan khusus.

(2) Penganggaran Tunjangan Khusus sebagaimanan dimaksud dalam pasal 2
dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis
belanja pegawai.

(3) Pembayaran Tunjangan Khusus bersumber dari APBD yang dianggarkan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Penerima Tunjangan Khusus sebagaimanan dimaksud dalam pasal 4
mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
PAJAK PENGHASILAN

Pasal 8

Tunjangan Khusus dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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BAB VII

Pasal 9

(1) Pembayaran Tunjangan Khusus diberikan terhitung pada saat penetapan
penganggaranya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Apabila terjadi perubahan APBD, maka pembayaran Tunjangan Khusus
diperhitungkan kembali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 gAnvart 2019

%JVALIKO’I‘A BIMA, 4/

MUHAMMAD LUTFI
Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 30 panvoart 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKH

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR Y03
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